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PUTUSAN
Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah

menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Sumira Kombo binti Dabis Kombo, tempat dan tanggal lahir Tanoyan, 05
Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Tidak ada,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat
kediaman di Dusun V, RT 10, Desa Tanoyan Selatan,
Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow
sebagai Penggugat,
melawan
Taslan Nani bin Sidin Nani, tempat dan tanggal lahir Otam, 12 Agustus 1975,
agama lIslam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun |,
RT 02, Desa Otam Barat, Kecamatan Passi Barat,

Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 Juli

2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama, dengan Nomor 501/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 26 Juli
2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2013 Penggugat dengan

Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lolayan,
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sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 120/03/V1/2013
tertanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa
Tanoyan Selatan selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah dan tinggal
dirumah orang tua Tergugat di Desa Otam selama 2 (dua) bulan, kemudian
pindah lagi dirumah sendiri di Desa Tanoyan Selatan sampai dengan
terjadinya perpisahan.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula
berjalan rukun dan baik, tetapi sejak 2017 antara Penggugat dengan
Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan
hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak
harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan
oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :

a. Tergugat suka berkata kasar terhadap Penggugat.

b. Tergugat pernah memukul (KDRT) terhadap Penggugat.

C. Tergugat tidak pernah menjenguk orang tua Penggugat yang

sedang sakit.
6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan
Juni 2018 yang mana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal
sampai sekarang 1 (satu) bulan lamanya tanpa saling menjalankan
kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas
Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali
bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa
yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah
memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan
yang berlaku.
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Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Kotamobagu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMAIR :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena
perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDAIR :
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat
telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan perkara ini telah melalui
proses mediasi dengan Mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag dan menurut laporan
mediator tertanggal 21 Agustus 2018 mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil,

sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang menghadap dan
tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap
di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut
oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu, sedangkan
ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah
menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa

hadirnya Tergugat;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya
pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan, sehingga
Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dan dilanjutkan dengan agenda
pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii gugatannya, di persidangan
Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta
Nikah Nomor 120/03/V1/2013 tertanggal 05 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lolayan,
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Kabupaten Bolaang Mongondow, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah

dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P;

Bahwa selain bukti P tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang
saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Umboyo binti B. Umboyo, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
bertempat tinggal di Desa Tanoyan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten
Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar
Penggugat ;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Penggugat dan tidak dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena
rumah sakisi berdekatan tempat tinggal;

- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak
mendengar jelas apa yang dipertengkarkan oleh Penggugat dan
Tergugat ;

- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa saat ini Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan lamanya, dan
tanpa ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Lamadenreng binti J. Lamadenreng, umur 68 tahun, agama Islam,
pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tanoyan, Kecamatan Lolayan,
Kabupaten Bolaang Mongondow, di bawah sumpahnya telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ipar
Penggugat;
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- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
Penggugat kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Tergugat,
setelah itu kembali tinggal di rumah milik Penggugat dan tidak
dikaruniai anak;

- Bahwa awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun,
namun sekarang tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebabnya Penggugat tidak senang dengan perilaku
Tergugat yang tidak mau bergaul dengan keluarga Penggugat ;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal
sekitar tiga bulan lamanya, dan tanpa ada komunikasi lagi;

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak
berkeberatan dan menerimanya sedangkan Tergugat tidak dapat didengar

tanggapannya karena sudah tidak hadir lagi;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan
bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai

dengan Tergugat, dan telah memohon putusan;

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal
yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai
bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat
dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, dan perkara ini
telah melalui proses mediasi dengan Mediator Nur Ali Renhoat, S.Ag dan
menurut laporan mediator tertanggal 21 Agustus 2018 mediasi yang
dilaksanakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat

dilanjutkan;
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Menimbang, bahwa persidangan selanjutnya Tergugat tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
untuk menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara
resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu,
sedangkan ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh suatu alasan
yang sah menurut hukum, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap
dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya menasehati Penggugat
agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian
dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang

isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan,
sehingga Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban dan dilanjutkan dengan

agenda pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagai dasar formil gugatan perceraian a-quo
dapat diperiksa, maka terlebih dahulu Penggugat harus membuktikan ikatan
perkawinannya dengan Tergugat, dan berdasarkan bukti P tersebut di muka,
maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat
perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juni 2013 dengan demikian maka dalil-

dalil gugatan Penggugat selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi dapat
hidup dalam rumah tangga secara rukun dan harmonis karena telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat
suka berkata kasar kepada Penggugat, dan Tergugat pernah memukul
Penggugat, bahkan pada saat orang tua Penggugat sakit Tergugat tidak pernah
menjenguknya, dan keduanya telah pisah tempat tinggal tanpa saling
memperdulikan selama tiga bulan sampai sekarang. Penggugat dengan
Tergugat sudah tidak mau lagi untuk dirukunkan. Alasan tersebut sesuai
dengan ketentuan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
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1975 jo. Pasal 116 huruf ( f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima

untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta keterangan saksi-saksi
maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah
sejak tanggal 05 Juni 2013 sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing

berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan Penggugat
mengajukan perceraian adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus - menerus maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat secara terus-menerus ?;

- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;

- Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat
rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

- Apakah Penggugat dengan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam
sebuah rumah tangga atau tidak?;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebani wajib bukti dan sesuai dengan
ketentuan Pasal 76 ayat(1l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengar
keterangan saksi keluarga dari Penggugat telah memberikan keterangan di
depan sidang bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat tidak
suka bergaul dengan keluarga Penggugat, bahkan diantara keduanya sudah

tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak hadir lagi dipersidangan

sehingga tidak dapat mengajukan alat bukii;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berselisih terus
menerus. perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu sangat
berpengaruh pada keutuhan rumah tangga keduanya, sehingga rumah itu
pecah sedemikian rupa. Dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk
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keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang
Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau
keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah ( vide Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam ) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah
tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.
Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak merasakan ketentraman dalam
rumah tangga dan berakibat berpisahnya tempat tinggal dan telah diupayakan
untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan
bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh
atau, bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan

dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah
sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau
dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan
madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah
pihak, sehingga Majelis Hakim berpandapat bahwa rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa disamping itu perkawinan adalah suatu perjanjian
suci yang untuk memutuskannya tidak boleh dinilai dengan kesalahan salah
satu pihak, akan tetapi haruslah dinilai dari sejauh mana manfaat dan mudharat
dari perkawinan tersebut jika dipertahankan atau dibubarkan. Oleh karena itu
berkaitan dengan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan
terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas, ini menandakan bahwa
sudah tidak ada lagi ikatan batin/rasa cinta dan kasih sayang Tergugat kepada
Penggugat, maka memutuskan/membubarkan perkawinan antara Penggugat
dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini
sejalan dengan qaidah ushul figh yang terdapat dalam kitab al-asybah wa an-

nazair Juz |, halaman 161 yang berbunyi :
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yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih

diutamakan dari pada mendapatkan maslahat (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut
maka telah ternyata gugatan Penggugat terbukti beralasan hukum sesuai
ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ()
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi
Hukum Islam gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah dapat
dikabulkan. Hal ini sejalan dengan hujjah syar'iyyah dalam Kitab Manhaj al-
Thullab, Juz VI, halaman 346:

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada
suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan

talak satu™;

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti
P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak
Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan
berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c¢) Kompilasi Hukum Islam talak yang
dijatuhkan tersebut adalah talak bai'n sughra, artinya tidak boleh dirujuk kecuali
dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka
berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3
Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-undang

No 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Taslan Nani bin Sidin

Nani) terhadap Penggugat (Sumira Kombo binti Dabis Kombo);
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3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp 446.000,- (Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 03 September 2018 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Nurhayati
Mohamad, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Syaifudin Amin, S.H.l dan
Ismail, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Emila Gonibala, S.H.l sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

di luarhadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Muhammad Syaifudin Amin, S.H.I Nurhayati Mohamad, S.Ag
Hakim Anggota,

Ismail, S.H.I
Panitera Pengganti,

Emila Gonibala, S.H.I
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp  30,000,-
2. Biaya ATK Perkara Rp  50.000,-
3. Panggilan Rp 385.000,-
4. Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp  6.000,-

Jumlah Rp 446.000,-

( Empat ratus empat puluh enam ribu rupiah )
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